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Kata Pengantar

iii

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang atas
perkenan-Nya para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
(Puslit DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya berupa buku
tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Buku ini berisi mengenai beberapa analisis terkait dengan pencegahan
dan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup terkait dengan implementasi Konvensi Basel (Basel Convention)
terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,
problematika pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
sebagai kewajiban pemerintah daerah studi kasus: Jawa Barat dan
Sumatera Utara, tanggung jawab hukum perusahaan dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, aspek hukum peran serta masyarakat
dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peran
lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan
pembaruan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

Buku ini merupakan hasil pemikiran ilmiah atau akademis dari
beberapa aspek bidang, meliputi bidang hukum pidana, hukum perdata,
dan hukum internasional. Buku ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-
undangan dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dan pengembangan keahlian diri dan karier masing-masing peneliti.
Di samping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada khususnya
dalam melaksanakan fungsi, dan kewenangannya serta memberikan
pemahaman kepada masyarakat untuk dapat memahami lebih jauh
mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional
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khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkungan hidup.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti
Bidang Hukum Puslit Badan Keahlian DPR RI yang telah berupaya
menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong  agar di
masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta,   Agustus 2018

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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1

Lingkungan hidup merupakan tempat kita, manusia bersama unsur
hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut
harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia
dengan kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan
tersebut, sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada
akhirnya, lingkungan hidup menjadi rusak dan manusia dan unsur-unsur
lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.

Untuk menjaga keselarasan lingkungan, maka manusia menciptakan
regulasi, yang tujuannya adalah membuat batasan-batasan. Kepada
siapa? Kepada manusia-manusia yang mengelola dan memanfaatkan
lingkungan tersebut, karena pada dasarnya, lingkungan dapat berupa
jasa/stok dan barang/komoditas. Pada sisi yang lain, regulasi tersebut juga
untuk melindungi (konservasi) lingkungan itu sendiri dari pemanfaatan
yang berlebihan dari manusia.

Dunia memulainya dengan Stockholm Declaration pada tahun
1972. Dalam Prinsip ke 2 deklarasi tersebut menyebutkan bahwa sumber
daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan terutama
sampel yang mewakili ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan
generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau pengelolaan
yang cermat, sebagaimana mestinya. Kemudian terdapat deklarasi-
deklarasi selanjutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Indonesia, yang mengikuti deklarasi Stockholm, mulai membuat
regulasi lingkungan pada tahun 1982 dengan Undang-undang No 4,
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kemudian Indonesia mulai berubah, dari negara agraris menjadi negara
industrialisasi, di mana pabrik-pabrik mulai banyak beroperasi dan
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berpotensi sangat besar menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka
pada tahun 1997, keluarlah Undang-undang No. 23, tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Judul undang-undang tersebut sangat mencerminkan
bahwa Indonesia memasuki era industrialisasi, lingkungan hidup “hanya”
sebagai subyek yang dikelola. Dua belas tahun kemudian yaitu pada
tahun 2009 ketika Indonesia menjalani suatu pancaroba politik, ekonomi,
kemasyarakatan, masalah lingkungan kembali menjadi hal yang penting
untuk diperhatikan, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Judul Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tersebut mencerminkan
bahwa negara atau pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai
perlindungan lingkungan hidup, dan kemudian baru lingkungan hidup
tersebut dikelola dengan batasan-batasan yang ketat. Bahkan dalam
hal sanksi pidana, sudah berubah dari ultimum remedium menjadi
primum remedium, kecuali beberapa pasal. Artinya pidana dijadikan
“pemukul” awal untuk pelanggaran dan atau kejahatan terhadap
lingkungan, dibanding hanya sebagai penyelesai akhir setelah
pelanggaran administrasi dan gugatan perdata dilaksanakan.

Buku ini menampilkan enam judul dengan tema lingkungan yang
merupakan hasil kajian lapangan di beberapa daerah. Dari sisi topik
pengaturan yang ada pada UU No. 32 Tahun 2009, maka penelitian
relatif mencakup banyak hal, yaitu perencanaan dengan kajian tentang
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), lembaga penyedia jasa
penyelesaian lingkungan, peran serta masyarakat, tanggung jawab
perusahaan dan implementasi basel convention dan kebijakan Bahan
Berbahaya Beracun (B3), serta pidana lingkungan dengan reformulasi
yang terkait dengan Rencana Undang-undang Pidana yang baru.

Materi kajian lengkap dan komprehensif dari segi topik penelitian
lingkungan hidup. Hal tersebut semua terkait dengan evaluasi pelaksanaan
UU No. 32 Tahun 2009, yang menjelang sepuluh tahun pelaksanaannya,
tetapi nampak masih banyak hal yang belum dapat diterapkan dan
ditegakkan secara optimal. Data-data lapangan sangat menunjang
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penulisan, terutama untuk menggambarkan kondisi nyata dari keadaan
lingkungan di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah penelitian.

Semoga dapat diambil manfaat bagi pelaksanaan kebijakan lingkungan
hidup ke depan, terutama dalam hal penegakan hukum.

Editor
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Perlindungan merupakan kata kunci yang harus menjadi dasar
pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kata
perlindungan ini mendasari 6 (enam) penelitian yang kemudian
dituliskan dalam buku ini, yaitu mulai dari suatu instrument baru dalam
UU 32 Tahun 2009, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
yang tujuan dari kegiatan ini (KLHS) adalah mengkaji dan mengkoreksi
pelaksanaan pembangunan (development) supaya tetap memberikan
perlindungan lingkungan hidup.

Topik penelitian peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran
dan kerusakan lingkungan, Implementasi Konvensi Basel dalam pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), tanggung jawab perusahaan
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Lembaga
penyelesaian sengketa lingkungan hidup, merupakan fakta lapangan,
bagaimana perlindungan dilaksanakan secara optimal atau tidak.

Banyak indikator-indikator resmi yang dipublis oleh instansi-instansi
yang berwenang yang menggambarkan memburuk atau membaiknya
tingkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia. Keluar masuknya limbah B3 dan
bagaimana mengelolanya, tanggung jawab yang muncul pada perusahaan
akibat kegiatannya dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah
lingkungan di luar pengadilan merupakan fakta pengelolaan
lingkungan di Indonesia saat ini.

Peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan
perlindungan lingkungan, merupakan tahap awal dari pengelolaan
lingkungan. Karena pada umumnya, merekalah (masyarakat) yang pada
akhirnya akan terkena dampak bila terjadi pencemaran dan perusakan
lingkungan tersebut. Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban
terhadap lingkungan, seringkali juga abai atau tidak perduli bila
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dilingkungannya akan terdapat usaha dan/atau kegiatan yang terkait
lingkungan. Pada umumnya, masyarakat baru sadar bila usaha dan/
atau kegiatan sudah berjalan, baru mereka akan bereaksi. Hal ini pada
akhirnya menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat, bahkan
antara masyarakat tersebut.

Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sangatlah berbahaya bagi
kehidupan manusia, sekarang dan masa yang akan datang (sifat latent),
sehingga penanganannya saat ini sangat berdampak bagaimana lingkungan
dimasa yang akan datang menjadi lebih baik atau tidak/terancam. Basel
Convention sudah memberikan rambu-rambu termasuk dalam hal
transboundary-nya, dan perundang-undangan kita juga sudah mengatur
banyak hal secara detail. Perizinan, pengawasan dan kontinuitas menjadi
kunci dari implementasi konvesi ini di Indonesia.

Dalam hal tanggung jawab perusahaan, pada dasarnya, tanggung
jawab muncul disebabkan timbulnya peristiwa hukum, yaitu berdirinya
perusahaan, aktivitas perusahaan, pemanfaatan secara langsung atau
tidak langsung sumber daya alam dan pengelolaan limbah dari hasil usaha.
Perusahaan pada umumnya sering mengabaikan masalah lingkungan
karena dianggap menimbulkan biaya tinggi, yang seharusnya sudah
merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan. Pengabaian inilah
yang memicu timbulnya tanggung jawab “baru” bagi perusahaan yang
dimulai dari abai, lalai, tidak perduli, atau anggapan biaya lingkungan
itu mahal. Suka atau tidak suka, perusahaan harus bertanggung jawab
untuk semua kegiatannya.

Lembaga penyelesaian sengketa lingkungan sudah ada sejak undang-
undang No. 4 Tahun 1982, tetapi memang tingkat kebutuhan masyarakat
pada Lembaga ini tidak selalu optimal. Mengapa? karena, lembaga ini
baru berfungsi jika terjadi persoalan lingkungan dan dalam upayanya
menyelesaikan di luar pengadilan lah lembaga ini berperan. Bila lembaga
ini bisa berfungsi dalam hal pencegahan dan mengundang partisipasi
masyarakat untuk memperhatikan lingkungan, mungkin akan lebih
berdayaguna, namun kemudian akan terkait banyak hal, misalnya
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pendanaan dan para pihak yang akan ikut serta mengelola lembaga ini,
karena pada dasarnya UU No. 32 Tahun 2009 mendesain lembaga ini
sebagai lembaga penyelesaian sengketa, bukan lembaga pencegahan.

Secara kelembagaan daerah, masalah perlindungan lingkungan
belum bisa optimal dilaksanakan, yang disebabkan oleh banyak hal, di
antaranya adalah masalah sumber daya manusia dan anggarannya.
Walaupun hal tersebut sebenarnya bisa diatasi bila kepala daerah memiliki
komitmen yang kuat dalam perlindungan lingkungan di daerahnya. Secara
terpusat, kelembagaan lingkungan hidup dan kelembagaan sektoral
lainnya, terutama Pemerintahan juga membuat instrumen-instrumen untuk
menjalankan regulasi secara lebih ketat, dalam bentuk perencanaan
yang lebih baik, seperti kewajiban KLHS untuk pembuatan RPJM dan
RTRW. Hal tersebut akan membawa dampak, pembuatan KLHS yang
lebih baik terlebih dahulu sebelum merencanakan kegiatan-kegiatan lain
(pembangunan dan tata ruang).

Pendekatan primum remedium dalam norma pidana di UU 32 Tahun
2009 merupakan jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan. Tidak mudah merubah paradigma dari
sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997) yang lebih menganut ultimum
remedium pada kondisi saat ini. Tetapi lingkungan hidup harus dijaga
dan dilindungi. Pidana merupakan salah satu cara (utama) yang digunakan,
walaupun seringkali tidak mudah dalam hal pembuktiannya.
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